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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan
buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran
penulis yang diberi judul “Hak Asasi Manusia dalam Legalisasi
Aborsi bagi Korban Perkosaan”. Penulis menyadari bahwa tanpa
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi
penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis
mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah
membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan pembaca.

Perkembangan ketentuan aborsi dari waktu ke waktu
berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata mengalami
pergeseran pemikiran. Pergeseran pemikiran ketentuan aborsi yang
demikian dapat dicermati dalam KUHP, Undang-undang No. 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun
2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan Menteri
Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat
Perkosaan, yang semula tidak mengizinkan atau menutup potensi
adanya aborsi, namun demikian dengan pergeseran waktu,
selanjutnya membuka peluang bahkan secara teknis memberikan
arahan-arahan tentang cara pelaksanaan aborsi yang sejatinya
terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, hal demikian sangat
melanggar hak hidup seseorang yang dalam hal ini baik hak hidup
janin yang dikandung atau hak hidup dari wanita yang mengalami
kehamilan yang tidak diinginkan karena bagaimanapun aborsi
meskipun bagi korban perkosaan sekalipun juga berpotensi
membahayakan nyawa mereka. Buku ini akan membahas mengenai
bagaimana perkembangan ketentuan aborsi ditinjau dari hak asasi
manusia atas kehamilan yang tidak diinginkan dan juga mengenai
pembaruan hukum terhadap ketentuan aborsi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun
sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata
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Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan
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BAB
PENDAHULUAN

A. Aborsi Akibat Kehamilan Tidak Diinginkan
Indonesia adalah negara yang berkeTuhanan di mana

agama menempati posisi sentral dan merupakan unsur yang
harus ada dalam national and character building. Seperti yang
dikemukakan oleh Alfred Denning bahwa “without religion there
can be no morality and without morality there can be no law”.
Pendapat tersebut menunjukkan adanya korelasi yang erat
antara agama, moral dan hukum. Hukum tidak akan ada tanpa
adanya masyarakat pendukungnya, begitu pula sebaliknya.
Dengan hidup dan berkembangnya masyarakat maka ada dan
berlakunya hukum diperlukan guna menjaga kelangsungan
ketertiban dan kesejahteraan masyarakat tersebut.!

Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini
semakin ramai, karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang
mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Kehidupan yang
diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak asasi manusia
yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut.
Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang
kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita
dan janin yang ada dalam kandungan wanita. Pengguguran
kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam

1Eman Sulaeman, Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana
Indonesia, Walisongo Press, Semarang, 2008, hlm 10-11. Lihat pula
Oemar Senoadji, Mass Media dan Hukum, Erlangga, Jakarta, 1977,
hlm. 141.



BAB
PENGERTIAN

ABORSI

A. Pengertian Aborsi
Abortus provocatus berasal dari bahasa latin yang berarti
keguguran karena kesengajaan. Abortus provocatus merupakan
salah satu dari berbagai macam jenis abortus.Dalam kamus latin-
Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum
waktunya atau keguguran. Pada dasarnya kata abortus dalam
bahasa latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa
Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata abortion dalam
bahasa Inggris. Jika ditelusuri dalam kamus Inggris-Indonesia,
kata abortion memang mengandung arti keguguran anak.”
Kata abortus atau aborsi diatas masih mengandung arti

yang amat luas sekali. Hal ini dengan jelas ditegaskan dalam
Black’s Law Dictionary. Kata abortion (Inggris) yang
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi aborsi
mengandung dua arti sekaligus:18
“The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or
featus. As used in legal context refers to induced abortion”

Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto dan G. Widiartana,
Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi,
Kriminologi, & Hukum Pidana, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,
2001. Hlm. 18.
18 Ibid.
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BAB KEBIJAKAN NEGARA
DAN PERLINDUNGAN
HAKASASIMANUSIA

A. KEBIJAKAN NEGARA

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah
rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar
rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan,
dan cara bertindak yang meliputi pemerintahan, organisasi, dan
sebagainya. Kebijakan juga berarti pernyataan cita-cita, tujuan,
prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen
dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang
menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat
diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor
swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan
hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu
perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan
pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi
pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil
yang diinginkan.?

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang

42 Disampaikan oleh Prof. Dr. Eman Suparman M. H. pada Seminar

Nasional dengan Tema Kebijakan Perspektif Hukum di Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, pada tanggal 19
Agustus 2017.


https://id.wikipedia.org/wiki/Konsep
https://id.wikipedia.org/wiki/Pedoman
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Individu
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan

BAB
TEORI-TEORI

HUKUM

A. Teori Kebijakan

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah
policy dalam bahasa Inggris atau “politick” dalam bahasa
Belanda. Dalam kajian ini, Penulis berfokus pada kebijakan
hukum pidana sebagai salah satu kebijakan Negara. Bertolak
dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum
pidana lazim juga disebut dengan Pembaharuan Hukum
Pidana. Istilah policy juga sering dikaitkan dengan politik
sehingga pembaharuan hukum pidana disebut juga dengan
politik hukum pidana atau kebijakan formulatif yang diartikan
sebagai upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi
hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik,
sosiofilosofis, serta sosiokultural masyarakat Indonesia yang
melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan
penegakan hukum di Indonesia.”

Dalam Black Law’s Dictionary, Brian A. Garner menyatakan
bahwa kebijakan hukum pidana (criminal policy) merupakan
cabang dari (ilmu) hukum pidana yang berkaitan dengan
perlindungan terhadap kejahatan (the branch of criminal science
conecerned with protecting against crime). Fase “berkaitan dengan”
maksudnya adalah lebih menekankan kepada aspek

73 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2008, hlm. 25.

49



BAB PERKEMBANGAN

KETENTUAN ABORSI
DI INDONESIA

A. Perkembangan Ketentuan Aborsi di Indonesia

Sebagaimana halnya hukum positif Indonesia yang
mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu yang
menuju modernisasi Indonesia ke arah Negara maju, ketentuan
aborsi di Indonesia juga mengalami perkembangan dalam
perundang-undangannya.

Dewasa ini, banyak diantara perempuan yang mengalami
kehamilan yang tidak diinginkan memilih jalan untuk aborsi
dengan berbagai risiko, yaitu berupa kematian atau pelanggaran
hukum terhadap ketentuan dalam KUHP, yang menjerat pelaku
aborsi dan orang yang membantunya. KUHP membedakan
tindak pidana aborsi sebagai kejahatan dan pelanggaran yang
diatur dalam dua bab sebagai berikut:133
1. Bab X1V, Buku II KUHP yang mengatur tentang Kejahatan

terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 299.

2. Bab XIX, Buku II KUHP yang mengatur tentang Kejahatan
terhadap nyawa orang, khususnya Pasal 346, 347, 348, dan
349.

3. Bab VI Buku III KUHP yang mengatur tentang Pelanggaran
Kesusilaan, khususnya Pasal 535.

133 Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang
Berspektif Kesetaraan dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
2006, hlm. 523.
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BAB PEMBARUAN HUKUM
TERHADAP KETENTUAN
ABORSI DITINJAU DARI HAK
ASASI MANUSIA ATAS

A. Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Agama
1. Hukum Aborsi Menurut Syari’at Islam

Di kalangan yuris Muslim, menurut Bakar, para yuris
Maliki melarang aborsi secara mutlak berdasrkan
argumentasi bahwa meskipun janin belum menjadi manusia
sampai ditiupkannya ruh, namun tidak diperkenankan
merusak proses konsepsi alamiah pada saat semen
ditanamkan ke dalam rahim karena semen itu merupakan
persiapan untuk ditiupkannya ruh ke dalam janin. Mazhab
Syafi'i mengharamkan aborsi pada tingkat usia berapun.
Mahzab inilah yang dianut oleh sebagian besar umat di
Indonesia.15!

Aborsi dilarang karena aliran-aliran dalam ilmu
Hukum Islam memberikan hak-hak tertentu kepada janin.
Pertama, janin diberi hak untuk dilahirkan dan untuk hidup
selama Tuhan memperkenankan. Dengan demikian, apabila
seorang perempuan hamil dijatuhi pidana mati, pelaksaan
putusan itu baru dapat dilaksanakan setelah perempuan
tersebut melahirkan dan setelah ada pengaturan tentang
pemberian air susu terhadap anak tersebut oleh seorang
inang pengasuh. Aliran Syafi'i menetapkan perempuan
hamil yang meninggal dibuka agar janin mempunyai
kesempatan bertahan hidup.'5? Kedua, janin mempunyai hak

151 Paulinus Soge, op. cit., him. 20.
152 Jpid.
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BAB

PENUTUP

Perkembangan ketentuan aborsi dari waktu ke waktu
berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata mengalami
pergeseran pemikiran. Pergeseran pemikiran ketentuan aborsi yang
demikian dapat dicermati dalam KUHP, Undang-undang No. 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun
2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan Menteri
Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat
Perkosaan, yang semula tidak mengizinkan atau menutup potensi
adanya aborsi, namun demikian dengan pergeseran waktu,
selanjutnya membuka peluang bahkan secara teknis memberikan
arahan-arahan tentang cara pelaksanaan aborsi yang sejatinya
terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, hal demikian sangat
melanggar hak hidup seseorang yang dalam hal ini baik hak hidup
janin yang dikandung atau hak hidup dari wanita yang mengalami
kehamilan yang tidak diinginkan karena bagaimanapun aborsi
meskipun bagi korban perkosaan sekalipun juga berpotensi
membahayakan nyawa mereka.

Perkembangan hukum terkait dengan formulasi mengenai
aborsi dapat Kami sajikan dengan formulasi menyelaraskan
ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009 dengan
Pasal 31 ayat (1) huruf b, menggolongkan trauma psikologis (Pasal
75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009) dan gangguan jiwa berat
(Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf a PP Kesehatan Reproduksi)
menjadi indikasi kedaruratan medis, tidak membataskan usia
kehamilan pada korban perkosaan untuk dilakukannya aborsi
mengingat syarat trauma psikologis atau gangguan mental berat
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